KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/MK/PK/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN
BELANJA PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun
2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan
Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian
Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja
Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2024 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja
Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti penetapan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu melakukan
penyesuaian atas Penandaan Rincian Belanja Pendidikan
untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024
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tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk
Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan
Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 235);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 630);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk
Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
35/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang
Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN
RINCIAN BELANJA  PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI
PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor
10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan
untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2024
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
10/KM.7/2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penandaan
rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja
wajib dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
2025, termasuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun 2025, tetap dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang
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Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2024 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.
2.

3.

N oo

Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

Direktur  Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

. Para Gubernur se-Indonesia;

Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia;

. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia;
Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,

ASKOLANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/MK/PK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA
PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENANDAAN RINCIAN BELANJA PENDIDIKAN

UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Provinsi
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1 X XX | 01 |1.02 | 0001 | Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN*
*terbatas pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
2 X XX | 01 |3.01| 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua
3 X | XX | 01 |4.01| 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua
4 X XX | 01 | 1.04 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
5 X XX | 01 | 1.05| 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
**semua subkegiatan dalam urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diperhitungkan sebagai Belanja Wajib Pendidikan
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7 1 02 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
8 1 02 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Provinsi
9 1 02 03 | 3.02 | 0009 | Penyedian pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan
10 1 02 03 | 4.02 | 0009 | Penyedian pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan
11 1 02 05 | 1.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
12 1 02 05 [1.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
13 1 02 05 [ 1.02 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
14 1 03 | 03 |1.01| 0026 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
15 1 03 04 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
16 1 03 | 05 [1.01| 0023 | Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD)
17 1 03 11 | 1.03 | 0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
18 1 03 11 | 3.01 | 0009 | Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP
19 1 03 08 | 1.01 | 0014 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi
20 1 03 12 | 1.01 | 0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
21 1 04 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
22 1 04 02 | 1.02 | 0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
23 1 04 02 | 1.02 | 0010 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
24 1 04 03 | 1.01 | 0018 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
25 1 04 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
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26 1 04 03 | 1.01 | 0019 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang
Kepemilikan Rumah
27 1 05 02 | 7.04 | 0011 | Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
28 1 05 | 03 [1.02| 0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
29 1 05 03 | 1.04 | 0006 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
30 1 05 | 04 |[1.01| 0013 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
31 1 05 04 | 1.01 | 0024 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
32 1 06 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
33 1 06 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
34 1 06 | 04 | 1.01| 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
35 1 06 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
36 1 06 | 04 [1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
37 1 06 | 04 |1.02| 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
38 1 06 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
39 1 06 | 04 [1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
40 1 06 04 | 1.04 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
41 1 06 | 04 |[1.04 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
42 1 06 | 04 |1.04 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
43 1 06 | 04 |1.04 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
44 1 06 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
45 1 06 04 | 1.05 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
46 1 06 | 04 |1.05| 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
47 1 06 04 | 1.05 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
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48 1 06 06 | 1.01 | 0018 | Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
49 1 06 | 06 |1.01| 0016 | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
50 1 06 06 | 1.01 | 0015 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
51 1 06 | 06 |1.01| 0018 | Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
52 1 06 | 06 |1.01| 0016 | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
53 1 06 | 06 |1.01| 0015 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
54 2 07 | 03 | 1.01| 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
55 2 07 | 03 [1.01| 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
56 2 07 03 | 1.03 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
57 2 07 | 03 |3.03 | 0004 | Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP
58 2 07 03 | 4.03 | 0004 | Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP
59 2 07 | 04 | 1.01| 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
60 2 07 | 05 [1.02 | 0005 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
61 2 08 02 | 1.01 | 0012 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
62 2 08 02 | 1.02 | 0008 | sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
63 2 08 02 | 1.02 | 0005 | Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
64 2 08 02 | 1.03 | 0011 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
Kewenangan Provinsi
65 2 08 02 | 1.03 | 0008 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
66 2 08 | 02 [1.03 | 0010 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan
provinsi
67 2 08 04 | 1.02 | 0006 | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Provinsi
68 2 08 | 04 |1.02| 0008 | pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
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69 2 08 06 | 1.01 | 0007 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi
70 2 08 | 04 |1.01| 0004 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
71 2 08 04 |1.02 | 0007 | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
72 2 08 | 06 |1.02 | 0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
73 2 09 03 | 1.04 | 0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
74 2 10 14 | 7.01 | 0001 | Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
75 2 10 14 | 7.02 | 0001 | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik
76 2 11 07 [ 1.02 | 0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional
dan Hak MHA terkait dengan PPLH
77 2 11 08 | 1.01 | 0007 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
78 2 11 08 | 1.01 | 0003 | Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
79 2 11 08 | 1.01 | 0004 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
80 2 11 03 [ 1.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
81 2 11 05 | 1.01 | 0004 | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi
82 2 11 08 | 1.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan
formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
83 2 12 | 02 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
84 2 12 02 [1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
85 2 12 03 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
86 2 12 | 03 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
87 2 12 04 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
88 2 12 04 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
89 2 13 | 04 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
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90 2 13 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,

RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

91 2 13 | 05 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

92 2 13 05 | 1.01 | 0010 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

93 2 13 | 05 | 1.01 | 0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

94 2 13 | 06 | 3.01 | 0001 | Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat

95 2 13 06 | 3.02 | 0001 | Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional

96 2 13 | 07 |4.01 | 0001 | Pembangunan Sanggar PKK di Kampung

97 2 13 | 07 | 4.01 | 0002 | Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung

98 2 13 | 07 |4.02 | 0002 | Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

99 2 13 | 07 | 4.03 | 0004 | Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenagan Kampung Adat

100 2 13 07 | 4.04 | 0001 | Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)

101 2 13 | 07 | 4.04 | 0002 | Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP

102 2 13 | 07 | 4.04 | 0005 | Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua

103 2 13 | 07 | 4.04 | 0008 | Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung

104 2 13 | 07 | 4.06 | 0002 | Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata

105 2 13 07 | 4.06 | 0003 | Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung

106 | 2 13 | 07 | 4.08 | 0001 | Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di Wilayah Adat

107 2 13 | 08 | 3.01 | 0009 | Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat

108 | 2 13 | 08 | 3.01 | 0011 | Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat

109 2 13 | 08 | 3.02 | 0001 | Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat
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110 2 14 02 [ 1.01 | 0021 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK
111 2 14 02 [ 1.01 | 0020 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
112 2 14 02 | 1.01 | 0019 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang
SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
13 | 2 14 | 02 | 1.01 | 0027 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal melalui Kediklatan,
Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
114 2 14 02 | 1.01 | 0007 | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA,
Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
115 2 14 02 [ 1.01 | 0025 | Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam
penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah
116 2 14 03 | 1.01 | 0013 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
117 2 14 03 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
118 2 14 04 | 1.01 | 0020 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
119 2 14 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
120 2 14 04 | 1.01 | 0016 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas
121 2 14 04 | 1.01 | 0028 | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
122 2 14 04 | 1.01 | 0018 | Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat
Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
123 2 14 04 | 1.01 | 0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
124 | 2 14 | 04 | 1.01 | 0021 | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
125 2 14 04 |1.02 | 0011 | Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga




-11 -

Kode
5 c5 c
£ 82 £ | 5| 3
No. | 2 52| & ® 'g» Nomenklatur Bidang Urusan / Subkegiatan
S| 22 & 5| ¥
215 I o | X -
S |go (7
126 2 14 04 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui
Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
127 2 14 04 |3.01 | 0016 | Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR ) di Kampung KB
128 2 14 04 | 3.01 | 0017 | Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang
129 2 14 04 | 4.01 | 0016 | Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR ) di Kampung KB
130 2 14 04 | 4.01 | 0017 | Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang
131 2 15 02 | 1.05 | 0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
132 | 2 15 | 02 | 1.09 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan
Provinsi
133 2 15 02 | 1.10 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
134 2 15 | 02 | 1.10 | 0003 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
135 | 2 15 | 02 | 1.11 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
136 2 15 | 02 | 1.12 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan
Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
137 2 15 | 02 | 1.12 | 0004 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan
Perkotaan Kewenangan Provinsi
138 2 15 04 | 3.01 | 0004 | Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan
bandar udara
139 2 15 | 04 | 3.02 | 0004 | Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
140 2 15 | 04 | 4.01 | 0004 | Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan
bandar udara
141 2 15 04 | 4.02 | 0004 | Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
142 2 15 | 05 | 1.03 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan
Provinsi
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143 2 15 05 | 1.06 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur
Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
144 2 16 03 | 3.01 | 0015 | Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
145 | 2 16 | 03 | 4.01 | 0015 | Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
146 2 17 | 06 | 1.01 | 0003 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi Lainnya
147 | 2 17 | 07 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
melalui Pendidikan dan Pelatihan
148 2 17 | 06 | 1.01 | 0004 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam
Pengembangan Ekonomi
149 2 17 07 | 3.03 | 0001 | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
150 2 17 | 07 | 4.03 | 0001 | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
151 2 17 09 | 3.01 | 0001 | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
152 2 17 09 |4.01 | 0001 | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
153 2 17 | 07 | 1.01 | 0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil
154 2 18 05 | 1.01 | 0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
155 | 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA***
***semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga diperhitungkan sebagai
Belanja Wajib Pendidikan
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156 | 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN****
****semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan diperhitungkan sebagai Belanja Wajib
Pendidikan
157 | 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN*****
****semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan diperhitungkan sebagai Belanja Waijib
Pendidikan
158 2 24 02 | 3.04 | 0002 | Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat
Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
159 3 25 | 02 |[1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
160 3 25 02 |1.03 | 0002 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
161 3 25 | 02 | 1.03 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses limu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
162 | 3 25 | 04 [1.05| 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan |kan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah
Daerah Provinsi
163 3 25 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Menengah dan Besar
164 3 25 | 06 |3.04 | 0001 | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal
dalam negeri
165 | 3 25 | 02 |1.01| 0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
166 3 25 06 |4.04 | 0001 | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal
dalam negeri
167 3 26 | 05 [ 1.01| 0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
168 3 26 05 | 1.01 | 0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
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169 3 26 05 | 1.01 | 0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
170 | 3 26 | 05 [1.01 | 0018 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
171 3 26 05 | 1.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
172 3 26 05 | 1.02 | 0004 | Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif
173 3 26 | 05 | 1.01| 0016 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
174 | 3 26 | 05 |1.02 | 0005 | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif
175 3 27 02 | 1.04 | 0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provinsi
176 3 27 04 | 1.03 | 0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
177 3 27 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
178 3 27 | 07 [1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
179 3 28 | 04 |1.01| 0008 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
180 3 28 04 |1.03 | 0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah
Provinsi
181 3 28 | 05 |[1.01| 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
182 3 28 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
183 3 28 | 05 | 1.01| 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
184 3 28 | 06 |1.01| 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
185 | 3 28 | 08 |3.02 | 0001 | Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi
186 3 28 | 08 | 3.04 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat
187 3 28 | 08 |4.02| 0001 | Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi
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188 3 28 08 | 4.04 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat
189 3 29 | 05 |1.08 | 0002 | Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
190 3 29 05 | 1.08 | 0004 | Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
191 3 29 | 05 | 1.10 | 0003 | Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat
192 3 29 | 05 |3.09 | 0002 | Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
193 3 29 05 | 3.09 | 0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
194 3 29 | 05 [4.09 | 0002 | Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
195 | 3 29 | 05 [4.09 | 0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
196 3 29 05 | 4.13 | 0001 | Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
197 3 32 03 | 1.01 | 0005 | Penyuluhan Transmigrasi
198 3 32 03 | 1.01 | 0006 | Pelatihan Transmigrasi
199 3 32 03 | 1.01 | 0009 | Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat

Kabupaten/ Kota
200 3 32 03 | 1.01 | 0010 | Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)
201 3 32 04 | 1.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
202 3 32 04 | 1.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
203 | 4 01 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
204 4 01 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
205 | 4 01 04 |1.02 | 0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
206 | 4 01 04 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan
Pariwisata

207 | 4 01 09 |3.03 | 0001 | Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
208 4 01 09 | 3.03 | 0002 | Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
209 | 4 01 09 |3.03 | 0003 | Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
210 4 01 09 |3.03 | 0004 | Pembangunan Gedung Serba Guna
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211 4 01 09 | 3.03 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan
212 | 4 01 09 | 3.03 | 0006 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
213 | 4 01 09 | 3.03 | 0007 | Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
214 | 4 01 09 | 3.03 | 0008 | Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
215 | 4 01 09 | 3.03 | 0009 | Pemeliharaan Gedung Serba Guna
216 4 01 09 | 3.03 | 0010 | Pemeliharaan Perpustakaan
217 | 4 01 09 | 3.03 | 0011 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
218 | 4 01 09 | 3.03 | 0012 | Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
219 | 4 01 09 |3.03 | 0013 | Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
220 4 01 09 | 3.03 | 0014 | Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
221 4 01 09 | 3.03 | 0015 | Rehabilitasi Gedung Serba Guna
222 | 4 01 09 | 3.03 | 0016 | Rehabilitasi Perpustakaan
223 4 01 09 | 3.03 | 0017 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
224 | 4 01 09 | 3.03 | 0018 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
225 4 01 09 | 3.04 | 0001 | Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata
226 | 4 01 09 | 3.04 | 0002 | Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga
227 | 4 01 09 | 3.04 | 0003 | Penyediaan Bantuan Akhir Studi
228 | 4 01 09 | 3.04 | 0004 | Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata
229 | 4 01 09 | 3.04 | 0005 | Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah
230 | 4 01 09 | 3.04 | 0006 | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
231 4 01 09 | 3.04 | 0007 | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
232 | 4 01 12 | 4.02 | 0001 | Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
233 | 4 01 12 | 4.02 | 0002 | Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
234 | 4 01 12 | 4.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
235 | 4 01 12 | 4.02 | 0004 | Pembangunan Gedung Serba Guna
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236 4 01 12 | 4.02 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan
237 | 4 01 12 | 4.02 | 0006 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
238 | 4 01 12 | 4.02 | 0007 | Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
239 | 4 01 12 | 4.02 | 0008 | Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
240 | 4 01 12 | 4.02 | 0009 | Pemeliharaan Gedung Serba Guna
241 4 01 12 | 4.02 | 0010 | Pemeliharaan Perpustakaan
242 | 4 01 12 | 4.02 | 0011 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
243 | 4 01 12 | 4.02 | 0012 | Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
244 | 4 01 12 | 4.02 | 0013 | Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
245 4 01 12 | 4.02 | 0014 | Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
246 | 4 01 12 | 4.02 | 0015 | Rehabilitasi Gedung Serba Guna
247 | 4 01 12 | 4.02 | 0016 | Rehabilitasi Perpustakaan
248 4 01 12 | 4.02 | 0017 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
249 | 4 01 12 | 4.02 | 0018 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
250 4 01 12 | 4.03 | 0001 | Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata
251 4 01 12 | 4.03 | 0002 | Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga
252 | 4 01 12 | 4.03 | 0003 | Penyediaan Bantuan Akhir Studi
253 | 4 01 12 | 4.03 | 0004 | Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata
254 | 4 01 12 | 4.03 | 0005 | Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah
255 | 4 01 12 | 4.03 | 0006 | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
256 | 4 01 12 | 4.03 | 0007 | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
257 4 02 02 | 1.01 | 0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
258 | 4 02 02 | 1.05 | 0004 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
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259 5 02 02 | 1.05 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan******
*rxEr* terbatas pada akun:
a. (5.4.02.01.002.00002) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan
b. (5.4.02.03.002.00002) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan
c. (5.4.02.05.002.00006) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan
260 5 02 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
261 5 05 02 | 1.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
262 5 05 | 02 |1.02| 0002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
263 5 05 | 02 [1.02| 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
264 | 5 05 | 02 |1.02 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
265 | 5 05 | 02 |1.02| 0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
266 5 05 02 | 1.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
267 5 05 | 02 [1.02| 0007 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
268 5 05 02 | 1.02 | 0008 | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
269 5 05 | 02 |1.02| 0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
270 5 05 | 02 |[1.02| 0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
271 5 05 | 02 |[1.02| 0011 | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
272 5 05 | 02 |1.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
273 5 05 02 | 1.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
274 5 05 | 02 |1.03 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
275 | 5 05 | 02 [ 1.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
276 | 5 05 | 02 | 1.03 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
277 5 05 | 02 |1.03 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
278 5 05 02 | 1.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
279 | 5 05 | 02 |[1.03 | 0008 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
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280 5 05 02 | 1.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
281 5 05 | 02 |[1.03 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
282 5 05 02 | 1.03 | 0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
283 | 5 05 | 02 [1.03 | 0012 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
284 5 05 | 02 |1.03 | 0013 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
285 | 5 05 | 02 |1.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
286 | 5 05 | 02 |[1.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
287 5 05 02 | 1.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
288 | 5 05 | 02 |8.04 | 0012 | Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali
289 5 05 02 | 8.04 | 0013 | Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali
290 5 05 | 02 |8.04 | 0014 | Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali
291 7 01 03 [6.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan
292 7 01 03 |6.01 | 0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya
293 7 01 03 | 6.01 | 0008 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan
294 7 01 03 | 6.01 | 0004 | Pelaksanaan Bina Mental Spritual
295 | 7 01 03 | 6.01 | 0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya
296 7 02 02 | 6.03 | 0054 | Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi
297 7 03 03 | 6.01 | 0017 | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi
298 8 01 02 | 1.01 | 0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

299 8 01 02 | 1.01 | 0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
300 8 01 02 | 1.01 | 0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
301 8 01 02 |1.01 | 0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka
302 8 01 02 | 1.01 | 0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
303 8 01 02 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
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304 8 01 02 | 1.01 | 0012 | Pembentukan Paskibraka
305 | 9 01 02 | 7.01 | 0001 | Pelatihan Mawaris
306 9 01 02 | 7.01 | 0002 | TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas
307 | 9 01 02 |7.01 | 0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
308 9 01 02 | 7.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
309 9 01 02 | 7.01 | 0005 | Seminar Problematika Syariat Islam
310 9 01 02 | 7.01 | 0006 | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
311 9 01 02 |7.02 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
312 9 01 02 | 7.02 | 0002 | Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
313 9 01 02 | 7.02 | 0003 | Pembinaan Imam Hafid pada Masijid
314 | 9 01 02 [7.02 | 0004 | Pelaksanaan MTQ
315 | 9 01 02 |7.02 | 0005 | Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
316 9 01 02 |7.02 | 0006 | Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
317 9 01 02 | 7.03 | 0001 | Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
318 | 9 01 02 |7.04 | 0001 | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam
319 9 01 02 | 7.04 | 0002 | Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
320 9 01 02 | 7.04 | 0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
321 9 01 02 | 7.04 | 0004 | Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
322 9 01 02 | 7.04 | 0005 | Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
323 9 01 02 | 7.04 | 0006 | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
324 9 01 02 | 7.04 | 0007 | Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
325 | 9 01 02 | 7.04 | 0009 | Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla
326 9 01 02 | 7.04 | 0010 | Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
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327 9 01 02 | 7.05 | 0001 | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi

Keislaman

328 9 01 02 | 7.05 | 0003 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
329 | 9 01 02 | 7.05| 0004 | Pembinaan Keluarga Islami
330 9 01 02 | 7.05 | 0005 | Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
331 9 01 02 | 7.06 | 0001 | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
332 | 9 01 02 | 7.06 | 0004 | Workshop dan FGD Perkara Syariah
333 | 9 01 02 |7.07 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman
334 9 01 02 | 7.07 | 0002 | Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman
335 | 9 01 02 | 7.07 | 0003 | Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman
336 9 01 02 | 7.07 | 0004 | Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman
337 | 9 01 02 |7.07 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
338 | 9 01 03 |[7.01 | 0001 | Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
339 9 01 03 | 7.01 | 0003 | Pendidikan Kader Ulama
340 | 9 01 03 |7.01 | 0005 | Muzakarah Masalah Keagamaan
341 9 01 03 | 7.01 | 0007 | Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
342 | 9 01 03 | 7.01 | 0010 | Nadwah/Mubahasah Ilimiah
343 | 9 01 03 [7.01 | 0011 | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
344 | 9 01 03 | 7.01 | 0014 | Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)
345 | 9 01 03 | 7.01 | 0015 | Pendidikan Kader Ulama (Otsus)
346 9 01 03 | 7.01 | 0016 | Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota
347 | 9 01 03 |7.02 | 0001 | Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
348 | 9 01 03 | 7.03 | 0005 | Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal
349 | 9 01 04 |7.02 | 0001 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF




-292 -

Kode
5 E s c
2 182 g | | &
) S £ S 1] ] R .
No.| T |5=2| £ ® o Nomenklatur Bidang Urusan / Subkegiatan
S |22 8| 9| ¥
g § I o | X 2
S |go (77}
350 9 01 04 | 7.02 | 0002 | Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota
351 9 01 06 |7.01 | 0002 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim
352 9 01 06 | 7.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe
353 9 01 06 | 7.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat
354 9 01 06 | 7.03 | 0002 | Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri
B. Kabupaten/Kota
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1 X XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
*terbatas pada Urusan Pemerintahan Waijib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
2 X XX | 01 | 3.01 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua
3 X XX | 01 |4.01 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua
4 X XX | 01 | 2.04 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
5 X XX | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
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6 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
**semua subkegiatan dalam urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diperhitungkan sebagai Belanja Wajib Pendidikan
7 1 02 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
8 1 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
9 1 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
10 1 02 05 | 2.02 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
11 1 02 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
12 1 03 | 03 | 2.01 | 0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM)
13 1 03 | 03 | 2.01 | 0027 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
14 1 03 | 04 | 2.01 | 0018 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
15 1 03 | 04 | 2.01 | 0021 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
16 1 03 | 05 | 2.01 | 0034 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
17 1 03 | 05 | 2.01 | 0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
18 1 03 | 06 | 2.01 | 0018 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan
19 1 03 | 08 | 2.01 | 0015 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
20 1 03 11 | 2.04 | 0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
21 1 03 11 | 3.01 | 0009 | Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP
22 1 03 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
23 1 04 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
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24 1 04 | 02 | 2.02 | 0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
25 1 04 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
26 1 04 | 03 | 2.02 | 0015 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang
Kepemilikan Rumah
27 1 04 04 | 2.01 | 0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
28 1 04 05 | 2.01 | 0006 | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
29 1 04 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
30 1 05 | 02 |7.04 | 0011 | Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
31 1 05 | 03 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
32 1 05 | 03 | 2.02 | 0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
33 1 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
34 1 05 04 | 2.01 | 0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
35 1 05 | 04 | 2.04 | 0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
36 1 05 04 | 2.04 | 0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
37 1 06 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
38 1 06 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
39 1 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
40 1 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
41 1 06 | 06 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
42 1 06 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
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43 1 06 | 04 | 2.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA
44 1 06 | 04 | 2.02 | 0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
45 1 06 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
46 1 06 06 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
47 1 06 | 06 | 2.02 | 0006 | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
48 1 06 | 06 | 4.02 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana
49 2 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
50 2 07 | 03 | 2.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
51 2 07 03 | 2.01 | 0004 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
52 2 07 | 03 | 2.01 | 0005 | Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
53 2 07 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
54 2 07 | 03 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
55 2 07 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
56 2 08 02 | 2.01 | 0013 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
57 2 08 | 02 | 2.02 | 0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
58 2 08 | 02 | 2.02 | 0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
59 08 | 02 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota
60 2 08 | 02 | 2.03 | 0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan
Kabupaten/Kota
61 2 08 | 02 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
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62 2 08 02 | 2.03 | 0009 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
kewenangan Kabupaten/Kota
63 2 08 | 02 | 2.03 | 0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan
Kabupaten/Kota
64 2 08 02 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
65 2 08 | 02 | 2.03 | 0009 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
kewenangan Kabupaten/Kota
66 2 08 04 | 2.01 | 0006 | Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan
Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah.
67 2 08 | 04 | 2.01 | 0007 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
68 2 08 04 | 2.02 | 0005 | pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
69 2 08 | 04 | 2.02 | 0007 | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
70 2 08 06 | 2.01 | 0003 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
71 2 09 | 03 | 2.04 | 0005 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
72 2 10 14 | 7.01 | 0001 | Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
73 2 10 14 | 7.02 | 0001 | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik
74 2 11 03 | 2.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
75 2 11 05 | 2.02 | 0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
76 2 11 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
77 2 11 08 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
78 2 11 08 | 2.01 | 0004 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
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79 2 11 08 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan
formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
80 2 11 11 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
81 2 12 | 02 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
82 2 12 02 | 2.03 | 0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
83 2 12 | 03 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
84 2 12 04 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
85 2 12 | 03 | 2.02 | 0010 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
86 2 12 | 04 | 2.03 | 0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
87 2 13 04 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
88 2 13 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
89 2 13 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
90 2 13 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
91 2 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
92 2 13 | 05 | 2.01 | 0010 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
93 2 13 | 05 | 2.01 | 0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
94 2 14 | 02 | 2.01 | 0031 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan
Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
95 2 14 | 02 | 2.01 | 0033 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu

Lokal Kabupaten/Kota
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96 2 14 | 02 | 2.01 | 0027 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang
SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal
97 2 14 02 | 2.01 | 0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
98 2 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
99 2 14 | 03 | 2.01 | 0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
100 | 2 14 | 03 | 2.03 | 0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
101 2 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
102 2 14 03 | 2.03 | 0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
103 2 14 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
104 2 14 | 04 | 2.01 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
105 2 14 04 | 2.01 | 0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas
106 2 14 | 04 | 2.01 | 0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
107 2 14 04 | 2.01 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
108 2 14 04 | 2.01 | 0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
109 2 14 | 04 | 2.01 | 0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
110 2 14 04 | 2.01 | 0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
111 2 14 04 | 2.02 | 0008 | Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
112 2 14 | 04 | 3.03 | 0001 | Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja
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113 2 14 | 04 | 3.03 | 0002 | Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
114 2 14 | 04 | 3.03 | 0003 | Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya
dan konselor sebaya
115 | 2 14 | 04 | 4.03 | 0001 | Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja
116 2 14 04 | 4.03 | 0002 | Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
117 2 14 | 04 | 4.03 | 0003 | Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya
dan konselor sebaya
118 2 15 | 02 | 2.10 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
119 2 15 02 | 2.12 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
120 2 15 | 02 | 2.13 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan
Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
121 2 15 | 02 | 2.13 | 0003 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan
Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
122 2 15 04 | 3.02 | 0004 | Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan
bandar udara
123 2 15 | 04 | 3.03 | 0004 | Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
124 2 15 04 | 4.02 | 0004 | Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan
bandar udara
125 | 2 15 | 04 | 4.03 | 0004 | Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
126 2 15 | 05 | 2.03 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan
Kabupaten/Kota
127 2 15 05 | 2.06 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur

Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
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128 | 2 16 | 03 | 3.02 | 0015 | Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
129 2 16 | 03 | 4.02 | 0015 | Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
130 2 17 | 06 | 2.01 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi Lainnya
131 2 17 06 | 2.01 | 0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam
Pengembangan Ekonomi
132 2 17 | 06 | 3.01 | 0004 | Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi
133 2 17 | 06 | 4.01 | 0004 | Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi
134 2 17 | 07 | 2.01 | 0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil
135 | 2 17 | 07 | 2.01 | 0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
melalui Pendidikan dan Pelatihan
136 2 17 07 | 3.03 | 0001 | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
137 2 17 | 07 | 4.03 | 0001 | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
138 2 17 | 09 | 3.01 | 0001 | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
139 2 17 09 | 4.01 | 0001 | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
140 2 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
141 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA***

***semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga diperhitungkan sebagai Belanja
Wajib Pendidikan
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142 | 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN****
****semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan diperhitungkan sebagai Belanja Waijib
Pendidikan
143 | 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN*****
*****semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan diperhitungkan sebagai Belanja Wajib
Pendidikan
144 2 24 | 02 | 3.04 | 0002 | Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat
Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
145 2 24 02 | 4.04 | 0002 | Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat
Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
146 | 3 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
147 3 25 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya lkan Kecil
148 | 3 25 | 04 | 2.02 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses lImu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
149 | 3 25 | 04 | 2.04 | 0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan lkan di Darat
150 3 25 | 06 | 2.02 | 0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
151 3 25 06 | 3.04 | 0001 | Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
152 3 25 06 | 4.04 | 0001 | Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
153 3 26 02 | 2.03 | 0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
154 | 3 26 | 05 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
155 3 26 | 04 | 2.02 | 0002 | Pengembangan Pendidikan
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156 3 26 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
157 3 26 | 05 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
158 | 3 26 | 05 | 2.01 | 0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
159 | 3 26 | 05 | 2.01 | 0011 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
160 3 26 | 05 | 2.02 | 0005 | Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif
161 3 26 | 05 | 2.02 | 0006 | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif
162 3 26 05 | 2.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
163 3 27 | 04 | 2.04 | 0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
164 3 27 07 | 2.01 | 0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
165 3 27 07 | 2.01 | 0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
166 3 28 04 | 2.01 | 0008 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
167 3 28 08 | 3.02 | 0001 | Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota

168 3 29 05 | 3.06 | 0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
169 3 29 | 05 | 4.06 | 0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
170 3 29 | 05 | 3.06 | 0002 | Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
171 3 29 | 05 | 4.06 | 0002 | Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
172 | 3 32 | 03 | 2.01 | 0005 | Penyuluhan Transmigrasi
173 3 32 | 03 | 2.01 | 0006 | Pelatihan Transmigrasi
174 3 32 03 | 2.01 | 0010 | Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
175 | 3 32 | 03 | 2.01 | 0012 | Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran
176 3 32 | 03 | 2.01 | 0013 | Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)
177 3 32 03 | 2.01 | 0017 | Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)
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178 | 3 32 | 04 | 2.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
179 3 32 | 04 | 2.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
180 | 4 01 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan  Kebijakan, @ Evaluasi, dan Capaian Kinerja  Terkait Kesejahteraan = Masyarakat™****
*rrxx*terbatas pada akun:
a. (5.1.02.05.001.00003) Belanja Beasiswa
b. (5.1.05) Belanja Hibah
181 4 01 02 | 2.02 | 0004 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
182 | 4 01 02 | 2.02 | 0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
183 | 4 01 04 |5.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
184 | 4 01 04 |5.04 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
185 4 02 02 | 2.01 | 0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
186 | 4 02 | 02 | 2.05| 0004 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
187 5 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*******
Freee**terbatas pada akun:
a. (5.4.02.02.002.00002) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan
b. (5.4.02.04.002.00002) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan
c. (5.4.02.05.002.00038) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan
188 5 02 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
189 | 5 05 | 02 | 2.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
190 5 05 02 | 2.02 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
191 5 05 | 02 | 2.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
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192 5 05 | 02 | 2.02 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
193 5 05 | 02 | 2.02 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
194 | 5 05 | 02 | 2.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
195 | 5 05 | 02 | 2.02 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

196 | 5 05 | 02 | 2.02 | 0008 | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
197 5 05 | 02 | 2.02 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
198 5 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
199 5 05 02 | 2.02 | 0011 | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
200 5 05 | 02 | 2.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
201 5 05 | 02 | 2.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
202 | 5 05 | 02 | 2.03 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
203 5 05 | 02 | 2.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
204 5 05 02 | 2.03 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
205 | 5 05 | 02 | 2.03 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
206 5 05 02 | 2.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
207 | 5 05 | 02 | 2.03 | 0008 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
208 | 5 05 | 02 | 2.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
209 5 05 | 02 | 2.03 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
210 | 5 05 | 02 | 2.03 | 0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
211 5 05 02 | 2.03 | 0012 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
212 5 05 | 02 | 2.03 | 0013 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
213 5 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
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214 5 05 | 02 | 2.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
215 5 05 | 02 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
216 7 01 03 | 2.06 | 0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
217 7 01 03 | 2.06 | 0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
218 7 01 03 | 2.06 | 0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang
Kepemilikan Rumah
219 7 01 03 | 2.06 | 0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
220 7 01 03 | 2.06 | 0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
221 7 01 03 | 2.06 | 0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi Lainnya
222 7 01 03 | 2.06 | 0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
223 7 01 03 | 2.06 | 0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
224 7 01 03 | 2.06 | 0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
225 7 01 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas
226 8 01 02 | 2.01 | 0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
227 8 01 02 | 2.01 | 0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
228 8 01 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka
229 8 01 02 | 2.01 | 0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
230 8 01 02 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
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231 8 01 02 | 2.01 | 0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
232 8 01 03 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka
233 9 01 02 | 7.01 | 0001 | Pelatihan Mawaris
234 9 01 02 | 7.01 | 0002 | TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas
235 9 01 02 | 7.01 | 0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
236 9 01 02 | 7.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru"yat
237 9 01 02 | 7.01 | 0005 | Seminar Problematika Syariat Islam
238 9 01 02 | 7.01 | 0006 | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
239 | 9 01 02 | 7.02 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
240 9 01 02 | 7.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
241 9 01 02 | 7.02 | 0003 | Pembinaan Imam Hafidz pada Masijid
242 9 01 02 | 7.02 | 0004 | Pelaksanaan MTQ
243 | 9 01 02 | 7.02 | 0005 | Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
244 9 01 02 | 7.02 | 0006 | Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
245 | 9 01 02 | 7.03 | 0001 | Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
246 9 01 02 | 7.04 | 0001 | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam
247 9 01 02 | 7.04 | 0002 | Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
248 9 01 02 | 7.04 | 0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
249 9 01 02 | 7.04 | 0004 | Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
250 | 9 01 02 | 7.04 | 0005 | Pelatihan Takmir Mesijid
251 9 01 02 | 7.04 | 0006 | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
252 9 01 02 | 7.04 | 0007 | Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
253 9 01 02 | 7.04 | 0010 | Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
254 9 01 02 | 7.04 | 0009 | Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla




-37 -

Kode

S c s c

282 | 5| 3
No. | 2 52| & ® D Nomenklatur Bidang Urusan / Subkegiatan

|22 & 9| ¥

g § i‘é o | X §

S | @
255 | 9 01 02 | 7.05 | 0001 | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
256 9 01 02 | 7.05 | 0003 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
257 | 9 01 02 | 7.05 | 0004 | Pembinaan Keluarga Islami
258 9 01 02 | 7.05 | 0005 | Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
259 9 01 02 | 7.06 | 0004 | Workshop dan FGD Perkara Syariah
260 | 9 01 03 | 7.01 | 0005 | Muzakarah Masalah Keagamaan
261 9 01 02 | 7.05 | 0006 | Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat
262 9 01 02 | 7.05 | 0007 | Pembinaan Badan Kemakmuran

Masjid/Meunasah/Mushalla
263 | 9 01 02 | 7.05 | 0008 | Pembinaan Qari Qariah
264 | 9 01 02 | 7.05 | 0009 | Pembinaan Hafizh Hafizhah
265 | 9 01 02 | 7.05 | 0010 | Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz
266 | 9 01 02 | 7.06 | 0001 | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
267 9 01 02 | 7.07 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah
268 | 9 01 02 | 7.07 | 0002 | Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah
269 9 01 02 | 7.07 | 0003 | Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah
270 9 01 02 | 7.07 | 0004 | Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah
271 9 01 03 | 7.01 | 0001 | Pembinaan Badan Otonom Majelis
Permusyawaratan Ulama

272 | 9 01 03 | 7.01 | 0003 | Pendidikan Kader Ulama
273 9 01 03 | 7.01 | 0007 | Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
274 | 9 01 03 | 7.01 | 0010 | Nadwah/Mubahasah limiah
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275 9 01 03 | 7.01 | 0011 | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
276 9 01 03 | 7.01 | 0014 | Pendidikan Kader Ulama
277 | 9 01 03 | 7.01 | 0015 | Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)
278 | 9 01 03 | 7.02 | 0001 | Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
279 9 01 03 | 7.03 | 0005 | Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal
280 9 01 04 | 7.02 | 0001 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
281 9 01 04 | 7.02 | 0002 | Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal
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